GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR ¢ TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahurn SN
2020 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemermtah Daerah!.'_':_'f-':Qt__'-".
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021; S

b. bahwa berdasarkan surat Plh. -Direktur Jenderal Bina ..
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam. Negeii Nomor -
050/2826/Bangda tanggal 16 Juli 2020 telah dilakukan
fasilitasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah ?rov:tnsl
Kalimantan Barat Tahun 2021; '

c. bahwa berdasarkan hasil fasilitasi s‘ebagaimaria diﬁl&ks’ud"_-;;f L
dalam huruf b terdapat penyempurnaan . yang . perlu.
dilakukan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah - S Ree
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 yang tercantum.._---"_-.'f-.i-';-" 5
dalam  Lampiran Peraturan Gubemur sebauazmana SR
dimaksud dalam huruf a; :

d. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan penyempumaan' =
dimaksud, perlu melakukan perubahan Lampu an Peraturan it fREKy
Gubernur Nomor 96 Tahun 2020; i

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga;mana d1ma}<sud-'ii_ o
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, maka perlu -
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan"_‘
Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2020 -
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daela.h Prov:tnsi
Kalimantan Barat Tahun 2021; : : :

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk co
Indonesia Tahun 1945; _ o

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun = 1956 tenta;ng e
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan i
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan ® Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor '

65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar E el
1106); '
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10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuahgén' -
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenes1a " e e

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 - _'tentang':' i

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran S

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran ‘Negara =

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 -_-.télatang -

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan . -
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia S
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara-:_.'_ '

Republik Indonesia Nomor 4438); _ g
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana'- :

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN): Tahun .
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun_' SRR
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubhk st

Indonesia Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang e
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara - Repubhk Indonesia =
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara: == =~ | °
Republik Indonesia’ Nomor 5587) sebagaimana telah diubah =~
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor.9 =~ =~
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang .~ =
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah = .- |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor}_i-_i-_. e

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:ta 5679)

Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 ten‘cangif--.;}_ e
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indones1a3r_’_';
Tahun 2016 Nomor 114, Tambshan Lembaran ‘Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagazmana telah dmbahzf-*:
dengan Peraturan. Pemerintah Nomor 72 Tahun 20191-
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daeral (Lembaran Negara, o
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahanz-ﬂﬂ- e

Lembaran Negara Repubhk Indones1a 6402)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan,. Pengendahaﬂ Dan Dvaluas;
Pembangunan Daerah, Tata Cara ‘Evaluasi: Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangkar}
Panjang Daerah Dan Rencana Pembaﬂgunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara’ Perubahan “Rencana
Pem‘baﬁgunan - Jangka Pangang ' Daerah Rencanai-'-’-

Kerja Pemermiah Daerah (Berita Negara Repubhk Indoneszai.fﬁ.f' e

Tahun 2017 Nomor 1312);
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Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN =
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG =

Ketentuan Pasal 5 ayat (2} diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi :-sf'eba’g'ai'

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 611};

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan =~ - -

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi =
Kalimantan Barat {Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan -
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah .
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah {(Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan & -
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi -
Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran- Daerah -
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2); '

MEMUTUSKAN:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021. R

Pasal I

berikut :

(1)

2)

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 8 (delapan)

Bab, meliputi:

Bab I Pendahuluan;

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

Bab 1V Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota

Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pememn‘tahan Daerah; dan
Bab VIII Penutup.

TR e o o

Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud pada - ayat (1) dﬂakukem._”-f;f .j.
perubahan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Larpiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur :
ini.

RARO PERANGHAT DABRAK | ,ooamews | GENDA
HUKUN i*xz;}vsags{mm | RS

3 v e 1A

i e




Pasal I1

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. e
Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan - pengundangan T

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah S '_

Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontzanak .
pada tanggal 77 Gl 2020 -

%

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, f o

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal "+ wla 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

e

A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR = |94




